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Tembusan:
1- Menko Kesra;
2- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

' 3- Menteri Pendidikan dan Kebudayaart;

4- Menteri Dalam Negeri R'I ' ;
5- Menteri Keuangan R'I' ;
6' Komisi IX DPR-RI;

Islam/InsPrektur/ KaP

Binbaga Isiam/ KaPus

Agama Jakarta;
1-l-- Para KepaLa Kantor Wilayah Dep-Agarrra Propinsi/setingkat di

seluruh Indonesia;
12. ParaKepala Kantor Dep. Agama Kabup atenf Kodya di seluruh

Indonesia; - ,

. L3. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;

14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agaflra unhrk dokumentasi;

15- Yang bersangkutan unhrk diketahui'

{ rr.: :,:l :r" .-:i. 
:

, rl:
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMI.ITUSKAN

KEPUIUSAN MENTERI AGAMA TEN'TAI'JG PEMBU-

zu.AN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Mentbuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Thta

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal I sampai dengan Pasal 9 Keputusan N'le:tteri Agama
Nomor 15 Thhun 1978,

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Thta

Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Thhun 1978.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Thta
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai- ketentuan Pasal I
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor l7
Thhun 1978.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jendcral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

I\,{ENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

NIqH- . I

)

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggaT l 2! Nopember 1995

DILLAH MURSJID



)

6.k-epuiusanBersamalvfenicriAgama,il{enteriP.:ildidikan
dan Kebu dayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahunl975,Nomor037/Ut]-.gT5danNonlor36Thhun
1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madra-

sah;

Keputusan Menteri Agama Nomor l8 Tahun 1975 tentang

Susunan Organisasi dan Thta Kerja Departemen Agama

y^ng telah beberapa kali diubah, teraErir dengan Keputu-

san N{enteri Agama Nontor 75 Tahun 1984;

Kepurusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun l98l tentang

Penyenrpurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantcr Wila-

yah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen

Aganra Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan

Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

g. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tiahun 1978 tentang

susunan organisasi dan Thta Kerja Madrasah Ibtidaiyah

Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tirhun 1978 tentang

susunan organisasi dan Thta Kerja Madrasah Tsanawiyah

Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Thhun 1978 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah

Negeri;

N{emperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dengan Surat Nomor B-l33OtI/1995 tar,ggal 31 0[tober 1995'

7.

8.
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KEPIJTUSAI.I MENI ERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I\IOMOR,5ATAHUN i995

TENTANG
PEMBUI(AAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

)

lvtenimbang

tr{engingat

IVIENTER i A.GAMA REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa dala'r r*enunjang pembangunan nasionar ,ti ui,iurg
pendidikan, dipandang perlu melaksanakan penrbukaan dan
Penegerian Nladrasah untuk dapat dijadikan sebagai rnodel,
motivasi dair pe orbinaan Madrasah srvasta disekitarnya;

1, undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentarrg Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahu n l9g9
Nonror 6. lhnrbahan I-embaran Negara Nomor 3390);

2. PLraturan Penrerintah Nomor 28 Tahu n 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Thhun 1990 l.iomor
36, Thmbahan Lembaran Negara Nomor 3aD);

)H
\

3.

4.

5.

Peraturan Pemr:rintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan lr'fenengah (Lembaran Negara Tahun l99c
Nomor 37, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3aB);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun lg74 tentang
Pokok-pokok Organisasi Departenren ;

Keputusan Presiden Nomor I5 Tahun tgg4 tentang
Susunan organisasi, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, teral:lrir dengan Keputusan presiden Nomor 6I
Tahun 199-5; 

^

6.Keputusan...


